SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017

Menimbang :

Mengingat

TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN , DAN

PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dan peraturan  perundang-
undangan saat ini sehingga perlu penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Petinggi;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia




Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 12311

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PETINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1) Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1
28

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan  Kampung adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung
berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis.

Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat
Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana
Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Kampung dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dbentuk
oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung
pelaksanaan pemilihan Petinggi.

Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK
untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.

Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk
mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk
Kampung di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan
kepemimpinan para Bakal Calon Petinggi.

Bakal Calon yang selanjutnya disebut Balon adalah bakal calon
Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon
Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi

dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
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Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan Petinggi.

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan
sikap terhadap pilihannya dalam pemilihan Petinggi.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar
Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar
penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan
Petinggi.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk
meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka
Pemilihan Petinggi.

Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita,
tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama
sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa
penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya
untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan
cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata.

Tunadaksa adalah orang mempunyai bentuk kelainan atau
kecacatan pada sisitem otot, tulang, persendian dan saraf yang
disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi
sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran,;gangguan itu
mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi,
mobilisasi dan gangguan perkembangan pribadi.

Hari adalah hari kerja.
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Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 4
BPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akhir
masa jabatan kepada Petinggi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
masa jabatan.
Laporan akhir masa jabatan Petinggi kepada Bupati disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan
akhir masa jabatan.
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK
menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Petinggi.
Rapat persiapan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dihadiri oleh anggota BPK, Petinggi, perangkat kampung,
lembaga kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat dalam
rangka membahas:
a. pembentukan Panitia Pemilihan;
b. pembiayaan Pemilihan Petinggi; dan
c. tahapan Pemilihan Petinggi.
Perencanaan pembiayaan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati
melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terbentuknya Panitia Pemilihan.
Bupati memberikan persetujuan pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
sejak diajukan Panitia Pemilihan.
Rapat persiapan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 8

Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai

Pemilih.

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat:

a. penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara
Pemilihan Petinggi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah.

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
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c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Kampung paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPS ternyata tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
menggunakan hak memilih.

(4) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan
dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung.

(5) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dan diumumkan
pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(6) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
selama 3 (tiga) Hari.

(7) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemilih
atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan
mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(8) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemilih
atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kampung tersebut;

c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas)
tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidakmemenuhi syarat
sebagai Pemilih.

(9) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) diterima, Panitia Pemilihan segera

mengadakan perbaikan DPS.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
(1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah
diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT di tempat yang
strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
(la) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia
Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal



5)

6)

dunia, Panitia Pemilihan kemudian membubuhkan catatan dalam
DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

(2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu penyusunan DPT.

(3) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap digunakan sebagai bahan
penyusun kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan

menyusun salinan DPT untuk TPS.

Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Penjaringan Balon Petinggi dilaksanakan selama 20 (dua puluh)
Hari.

(2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administrasi Balon Petinggi.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh
masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib
diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

(5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mendapatkan Balon Petinggi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang.

(6) Dalam hal Balon Petinggi memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang,
Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui seleksi tambahan

untuk mendapatkan Calon yang akan dipilih menjadi Petinggi.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Kampanye Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari
sebelum dimulainya masa tenang.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan telah
disepakati oleh para Calon.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

melalui :
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(4)

(5)

(6)

g P

=

pertemuan terbatas;

tatap muka;

dialog;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain
yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan

Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan

waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan melaporkannya kepada BPK.

Pada saat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap

Calon harus menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat.

Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan

kepada Panitia Pemilihan sebagai dokumen pertanggungjawaban

pelaksanaan pembangunan jika Calon yang bersangkutan terpilih

menjadi Petinggi definitif.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia:

menghina seseorang, agama, suku, ras, dan/atau golongan,
Calon yang lain;

menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
melakukan Kampanye dimasa tenang;

mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
Pendidikan;
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J. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon
lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang
bersangkutan; dan

k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan :

a. Petinggi;

b. Perangkat Kampung; dan

c. Anggota BPK.

(3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa :

a. peringatan tertulis dalam hal pelaksana Kampanye melanggar
larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke
wilayah lain.

(4) Sanksi penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan dan setelah berkoordinasi dan

berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22
Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan

suara.

Ketentuan Pasal 23 diubah berbunyi sebagai berikut -
Pasal 23
(1) Waktu Pemilihan diberitahukan kepada Calon maupun Pemilih
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan
dilaksanakan.
(2) Selama 14 (empat belas) Hari sebelum pemilihan dilaksanakan,

Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat dan
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mengumumkan secara terbuka nama Calon yang berhak dipilih dan
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui surat atau papan pengumuman.

(4) Hari dan tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25

(1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Kampung.

(2) Pelaksanaan Pemilihan Petinggi dilakukan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

(3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus
berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya
pemungutan suara.

(4) Apabila pada saat Pemilihan salah satu Calon berhalangan hadir,
maka proses Pemilihan dapat ditunda paling lama 2 (dua) minggu.

(5) Apabila pada saat Pemilihan berikutnya Calon tersebut tidak hadir
kembali, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan gugur.

(6) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Calon dan salah 1 (satu) Calon
dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus
diadakan penjaringan ulang.

(7) BPK, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah wajib

melakukan pengawasan selama jalannya proses pemungutan suara.

Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
26A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26A

(1) Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik
lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh
Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.

(2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan
Pemilih yang bersangkutan.

(3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya,
yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak
mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja

lepas pantai, dan tempat lain memberikan suara di TPS khusus.



12) Ketentuan ayat (6) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

13)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(6)

Pasal 36
Pelantikan Calon terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai
pengesahan pengangkatan Calon terpilih.
Pelantikan Calon terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.
Waktu pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Kampung.
Calon terpilih yang dilantik wajib mengucapkan sumpah menurut
agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya.
Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar
Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan
seluas-luasnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat menyelenggarakan
kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal

36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 36A
Calon terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau
mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum
pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat
Petinggi.
Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan



dilantiknya Petinggi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36B

(1) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik sebagai Petinggi.

(2) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik
menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai Petinggi.

(3) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon terpilih
tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama
Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari
jabatannya sebagai Petinggi.

(4) Calon terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum
pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada
kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan
dari jabatannya sebagai Petinggi dan mengangkat Pegawai Negeri
Sipil dari Pemerintah Daerah menjadi Penjabat Petinggi.

(5) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap
mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 14
(empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

(7) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan
dilantiknya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui

musyawarah Kampung.

14) Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



BAB VI

KEBERATAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PROSES

PEMILIHAN PETINGGI

15) Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

16)

17)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 40
Masyarakat dan/atau Calon dapat mengajukan keberatan dalam hal
terdapat permasalahan dalam proses Pemilihan Petinggi.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
pelaksanaan pemungutan suara.
Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
perselisihan dalam penghitungan suara dan/atau kecurangan dalam
proses Pemilihan Petinggi.
Dalam hal laporan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya,
Pemilihan Petinggi yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan

dilaksanakan Pemilihan ulang.

Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

40A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 40A
Permasalahan dalam proses Pemilihan Petinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 wajib diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berjenjang dari tingkat :
a. Kampung : oleh Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas;
b. Kecamatan : oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
c. Kabupaten : oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
Penyelesaian permasalahan dilakukan secara musyawarah, cepat,
dan tanpa biaya.
Hasil penyelesaian permasalahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat final dan

mengikat.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 41
Petinggi berhenti karena :



18)

a.
b.

C.

meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau

diberhentikan.

(2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena :

a. berakhir masa jabatannya,

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun
mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter yang berwenang, dan/atau tidak
diketahui keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Petinggi;

d. melanggar larangan sebagai Petinggi;

e. adanya perubahan status Kampung, penggabungan 2 (dua)
Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau
penghapusan Kampung;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi; dan/atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Petinggi berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK

melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan pimpinan BPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Petinggi yang

bersangkutan.

(5) Atas laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati

melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Ketentuan ayat (6) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a.
b,

C.

tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi;

melanggar larangan sebagai Petinggi;

dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register

perkara di pengadilan; dan



d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
terorisme, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
BPK apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(3) Petinggi diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPK
apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat.

(4) Petinggi yang diberhentikan sementara karena melalaikan tugasnya
sehingga merugikan Negara, Daerah dan masyarakat Kampung atau
melakukan perbuatan melawan hukum, asusila, atau norma-norma
yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan, serta
tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dikenakan tindakan administratif dari teguran tertulis
hingga pemberhentian tanpa melalui usulan BPK setelah melalui
pemeriksaan oleh Tim Teknis Kabupaten yang ditunjuk Bupati atau
pejabat yang berwenang.

(5) Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam proses
penyelidikan oleh pejabat berwajib dilakukan pemberhentian
sementara oleh Bupati atas usul BPK dan surat keterangan
penyelidikan dari pihak berwajib.

(6) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan
ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga
puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh
Petinggi, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Petinggi
yang bersangkutan sebagai Petinggi sampai dengan akhir masa

jabatannya.

19) Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
43A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 43A
(1) Dalam hal Petinggi tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan

kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam



(2)

menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (bulan) berturut-turut,
Bupati menunjuk Sekretaris Kampung untuk menjalankan tugas,
wewenang, hak dan kewajiban Petinggi..

Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah
atau yang ditunjuk untuk itu, bahwa Petinggi masih belum dapat
menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Bupati
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan
mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPK dan

menetapkan Penjabat Petinggi.

20) Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah bunyinya dan di antara ayat (1) dan

ayat (2) disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal (la) sehingga ketentuan

Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(1a)

(2)

(3)

Pasal 43

Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan lebih dari
1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf f
dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penjabat Petinggi sampai terpilihnya Petinggi yang baru melalui hasil
musyawarah Kampung.

Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang berhenti tidak lebih dari
1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri
Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi sampai
terpilihnya Petinggi yang baru hasil Pemilihan Petinggi.

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan
Petinggi, Petinggi yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan
dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

Masa jabatan Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan.

21) Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 46
Biaya Pemilihan Petinggi dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten
yang pelaksanaannya ditugaskan pada Kampung dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



(2) Biaya Pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah Kampung

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 7 Desember 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd
STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 66/9/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,

ARSENIUSLUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

I. UMUM

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
NKRI, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, perlu
menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan
keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya
mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa
“susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam
undang-undang”. Hal ini berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun
1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem
pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat
dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan tersebut ada
sepanjang memenuhi 4 syarat, yakni:

1. Masih hidup;

2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;

3. Tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

4. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
memberikan pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya
sebagai entitas administratif belaka, tapi juga entitas hukum yang harus
dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dilindungi dalam struktur
pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945. Desa tidak hanya diartikan sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan terendah
dalam NKRI.

Undang-Undang Desa juga mengatur mengenai kelembagaan
Desa/Desa Adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri
atas pemerintah desa/desa adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa
Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Unsur
pemerintahan desa, dengan mana kepala desa sebagai pemimpinnya




mempunyai posisi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa.

Kepemimpinan kepala desa pada hakikatnya menjadi salah satu faktor
penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa bukan lagi kepanjangan
tangan negara dalam proses pembangunan, tetapi pemimpin masyarakat
yang memiliki visi besar dalam membangun desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi masyarakat. Kepala desa juga sebagai pelindung dan pengayom
bagi kesejahteraan. Asas rekognisi (pengakuan atas hak asal usul desa) dan
asas subsidiaritas (kewenangan lokal skala desa) telah memberikan hak yang
begitu besar kepada kepala desa untuk mengatur jalannya roda
pemerintahan. Integritas, karakter pemimpin yang inovatif, progresif yang
mampu membangun keterlibatan warga dalam pembangunan mendorong
transparansi, akuntabilitas dan inovasi bagi desa sangat dibutuhkan.

Mengingat pentingnya peran kepala desa dalam penyeleggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa, Undang-Undang Desa pun kemudian
mengatur pula secara khusus mengenai pemilihan kepala desa. Tak berhenti
sampai pada Undang-Undang Desa, pengaturan pemilihan ketentuan kepala
desa diatur lebih lanjut dan lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sebagaimana diamananatkan dalam peraturan menteri dalam negeri,
setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyusun
peraturan daerahnya sendiri mengenai proses pemilihan kepala desa.
Peraturan daerah tersebut disusun dengan menyesuaikan kondisi sosial
budaya masyarakat masing-masing daerah. Sejalan dengan amanat dan
kewenangan ini, pemerintah  Kabupaten Mahakam Ulu telah
mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi. Istilah Petinggi ini merupakan
nama lain dari kepala desa, yang mana penggunaannya diperbolehkan dalam
Undang-Undang Desa.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa pun
diubah untuk menyesuaikan situasi dan kondisi terkini di masyarakat.
Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pernah
diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dan melalui putusan
nomor 128/PUU-XIII/2015 telah mengubah beberapa ketentuan pasalnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun sudah mengalami dua kali
perubahan, pertama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
dan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa juga sudah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Serta,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, juga telah diubah dengan
Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.

Melihat kenyataan di atas, penting untuk meninjau peraturan daerah
dengan peraturan perundang-undangan terkait di atasnya yang terbaru. Hal



ini dilakukan demi menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antara satu
peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya. Hal ini sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materi muatan sebagaimana disebut sebagai asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik.

Di sisi lain, mengingat pentingnya peran kepala desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Maka, proses
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentiannya pun juga perlu ditinjau
ulang secara berkala demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan adanya kepala desa terpilih yang memenuhi syarat dan capable
dapat menunjang kelancaran pemerintahan desa dalam rangka mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa sebesar-besarnya.
Peninjauan tidak hanya berdasarkan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi,
namun juga mendasarkan pada kesesuaian dengan asas-asas dan prinsip-
prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup jelas.
PASAL 11

Cukup jelas.



